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LENSA

Ketua DPRD saat menyampaikan tanggapan atas kehadiran mahasiswa UKSW di Gedung DPRD.

Salatiga adalah Miniatur Indonesia

Kebhinekaan di Salatiga harus terjaga “itu keunggulan kita”

impinan DPRD Kota Salatiga di

dampingi Kepala Kepolisian Resor Kota

Salatiga, Kepala Staf Kodim, Staf Ahli
Walikota, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Salatiga, menerima kehadiran sejumlah
mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana guna
audiensi tetang penolakan RUU KUHP serta
pembahasan isu rasis di Ruang Bhinneka Tunggal
Ika Gedung DPRD Kota Salatiga pada Senin,
30/9/2019.

o

Perwakilan Mahasiswa UKSW Salatiga.

Jiwaraga, Edisi Il Tahun 2019

Audiensi dipimpin oleh Ketua DPRD Kota
Salatiga, Dance Ishak Palit tersebut membahas
mengenai penolakan RUU KUHP serta pembahasan
isu rasis mengenai saudara kita yang berada di
wilayah Indonesia bagian timur, yaitu Papua.

Sebagai tanggapan mengenai RUU KUHP,
Ketua DPRD Kota Salatiga memberikan saran untuk
membuat surat mengenai aspirasi dari mahasiswa
untuk disampaikan kepada DPR RI, dengan
tembusan dari kementrian dalam negeri. Beliau juga
menyampaikan bahwa undang-undang merupakan
produk dari DPR RI, bukan dari DPRD.

Lebih lanjut Ketua DPRD berjanji akan
mengawal surat tersebut, sehingga sampai ketangan
Ketua DPR RI.

“Tolong dari SMU UKSW termasuk LK UKSW
untuk membuat draf secara tertulis, karena surat
yang akan kita buat dari DPRD Kota Salatiga
menyangkut aspirasi masyarakat termasuk
mahasiswa, akan kita lampirkan semua, yang akan
kita tujukan pada Ketua DPR RI, ditembuskan
kepada kemendagri”, kata bung Dance.

Dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kota
Salatiga juga menyampaikan bahwa Kota Salatiga
merupakan gambaran dari Indonesia mini, dimana
kota kecil ini terdiri dari berbagai macam suku dan
ras. Beliau juga mengatakan bahwa sebagai
pendatang di kota toleransinya cukup besar ini,
harus menghormati dan menghargai budaya asli
Kota Salatiga.(ss).



SURAT PEMBACA

Kekeringan Melanda,
Pemermtall Siap Memhangun Sumhber Air

L e W
Bantuan air untuk warga sangat dibutuhkan.

usim kemarau panjang sedang
M melanda berbagai wilayah di Tanah
Air. Badan Meteorologi, Klimatologi,
(BMKG)

Penanggulangan Bencana
memperkirakan puncak musim kemarau masih

dan Badan Nasional
(BNPB) pun

dan Geofisika

terjadi. Musim kemarau panjang ini sangat

menyusahkan bagi kami warga Kelurahan

Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga.
Wilayah kelurahan Randuacir Argomulyo

Salatiga ini memang dilanda kekeringan yang akut,
“kami kesulitan memperoleh air bersih untuk
kebutuhan sehari-hari untuk mandi, cuci dan
memasak”, tutur Ali Warga Randuacir Salatiga.
Sumber-sumber air yang selama ini kami
jadikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih
seolah lenyap ditelan bumi, apalagi sampai saat ini
hujan juga belum turun di Salatiga hingga hari ini.
Kami sangat membutuhkan bantuan air
bersih, kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi
para donatur untuk menyumbang air kepada kami.
Mohon sekiranya dinas terkait
memperhatikan keluhan-keluhan kami.

Ali Warga Randuacir
Kota Salatiga
Ketua DPRD menanggapi
Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit, M.Si
menanggapi hal tersebut dan menurut beliau harus
ditangani secara sistematis agar kekeringan tidak
menjadi bencana warisan.
Di tahun 2020 pemerintah akan membangun
4 titik tempat sumber air untuk menanggulangi
kekeringan yang melanda.(red).

TRAFFIC LIGHT GANDA
Sebuah Alternatif, guna MBII!IIII‘aI I(emacetan

ernah di pagi hari melintas di

perempatan Pasar Rejosari atau biasa

disebut Pasar Sapi akhir-akhir ini ?
kalau pernah, sebagian besar komentar yang
muncul adalah akan menjawab padat merayap.

Ya, selama penerapan lampu bangjo dobel di
perempatan Pasar Sapi dan perempatan Togaten
para pengguna jalan yang melintas daerah tersebut
akan menemui “lampu merah” lebih dari sekali.

Jika kita terburu-buru mengantar anak
sekolah pasti akan memerlukan waktu lama hingga
kadang akhirnya terlambat masuk sekolah.

Warga dari Ngawen, Tegalrejo, Ledok dan
sekitarnya, sebagian besar harus mengantar
sekolah ke kawasan Jl. Kartini dan Jl, Sukowati
sebagai pusat pendidikan dan perkantoran.

Mohon sekiranya dinas terkait bisa meninjau
kembali pemberlakukan Traffic Light ganda ini
atau mungkin ada alternatiflain.

Petrus MS
warga Tegalrejo-Salatiga

Kemacetan di persimangan Pasar Sapi Salatiga

Ketua DPRD menanggapi

Kedepan, Sistem Transportasi Kota Salatiga
akan dibuat terintegrasi. Ini akan sangat
membantu mengurai kemacetan, sehingga tidak
ada lagi halte-halte yang ditempatkan di jalur yang
rawan kemacetan.(red)
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REDAKSI

DPRD KOTA SALATIGA
LEMBAGA LEGISLATIF YANG DIWAKILI 6 PARTAI

ewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (disingkat DPRD Kota Salatiga) adalah
sebuah lembaga legislatif di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia.

DPRD Kota Salatiga terdiri dari 25 orang anggota, 5 di antaranya adalah perempuan. Partai-partai
yang masuk di lembaga ini antara lain PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan
Bangsa, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai NasDem.

Tugas fungsi lembaga ini menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka pengawasan
jalannya pemerintahan, penganggaran belanja daerah, dan penetapan berbagai produk hukum.

Keterwakilan Partai

Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Salatiga M. Teddy Sulistio, SE, akumulasi raihan suara PDI
Perjuangan dari tiga daerah pemilihan yakni Kecamatan Sidomukti, Argomulyo, dan Tingkir nama yang
anggota dari PDI Perjuangan adalah Teddy Sulistio, Bagas. Kemudian Kemat lalu Dance Ishak, dan Novi.
Sedangkan Kecamatan Sidorejo Bonar Novi Priatmoko, SH dan Sarmin, S.Pd.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Salatiga Latif Nahari, SP menerangkan bahwa PKS
kembali mendapatkan empat kursi dengan caleg terpilih masih sama (petahana).

“Seperti partai lain kami ada 25 caleg kemarin. Dan hanya empat orang yang lolos mereka semua
petahana diantaranya Budi Santosa (Dapil Argomulyo), kemudian Fathurahman (Sidomukti), selanjutnya
saya sendiri Sidorejo, dan Nono Rohana (Tingkir),” ucapnya.

Mengenai daerah pemilihan Kecamatan Tingkir yang sampai sekarang masih berjalan munculnya
nama Nono Rohana berdasarkan rekap sementara hitungan PKS pada tingkat TPS berbasis C1. Hanya
saja kata dia, saat penghitungan di PPK hasil akhrinya diprediksi tidak berbeda jauh.

Sementara Ketua DPC PKB Kota Salatiga Saiful Mashud menyampaikan PKB tahun ini
mendapatkan 4 kursi dari semula hanya 1 kursi. Dikatakannya, nama caleg yang lolos tersebut ialah
dirinya sendiri untuk daerah pemilihan Kecamatan Argomulyo.

“Petahana satu orang Miftah (Dapil Tingkir), lalu Fathoni (Dapil Sidomukti), dan Basirin (Dapil
Sidorejo). Akumulasi suara PKB sampai sekarang berjumlah 12.757 atau prosentase 12 persen,” jelasnya.

Sisanya Partai Gerindra 4 kursi yakni Woro, Sarwono, Agus Pramono, dan Aslinda. Kemudian Partai
Demokrat mendapatkan tiga kursi mereka yang kemungkinan lolos ialah Diah, Dayat, dan Agus Joko.
Sedang Partai Nasdem (Yusuf), dan Golkar (Listiyanto) masing-masing 1 kursi.

Redaksi

" Duwe pangarep-arep 7/ Muga padha
marang Dewan anyar iki }f nyambut gawe lan
apa Truk, Gong? J/°

, Wiah, para caleg wis \
padha dilantikya..? |
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Ketua DPRD Dance Ishak Palit, M.Si beserta Forkopimda menyaksikan Parade Kebangsaan Lintas Agama dan Etnis

di panggung kehormatan depan rumah dinas Walikota.

ebagai sebuah kota, Salatiga hanyalah
satu dari sedikit kota kecil di Jawa

Tengah. Namun, Kota Salatiga memiliki
kedudukan yang strategis bukan hanya di Jawa
Tengah, melainkan di Indonesia. Karena Salatiga
memiliki keunikan, yaitu kemajemukan
penduduknya, setidak-tidaknya 39 suku di
Indonesia berdiam dan tinggal di Salatiga.

Dan ini sudah cukup lama, puluhan tahun.
Jadi, interaksi sosial antarpenduduk di Salatiga ini
terjadi dengan memerhatikan pluralitas maupun
keanekaragaman tersebut.

Kondisi demografis ini menjadi hal yang
memengaruhi pemerintah kota dalam pengambilan
setiap keputusan atau menerbitkan regulasi daerah.
Setiap produk hukum yang dikeluarkan, pasti akan
berdasarkan pada pluralitas dalam masyarakat.

Kota Salatiga juga disebut-sebut sebagai
“Indonesia Mini’atau “Miniatur Indonesia” karena
kemajemukan penduduknya. Kondisi yang jarang
ditemui di kota atau daerah lain di Indonesia. Tidak
hanya suku, tapijuga agama, ras, dan golongan.

Karena itu, di Salatiga bukan menjadi hal yang
aneh tatkala ada pejabat pemerintah atau tokoh
publik yang bukan dari kelahiran Salatiga. Dan
masyarakat Salatiga dapat menerima itu dengan
baik. Nah, ini adalah prototype yang bisa menjadi
rujukan bagaimana pengembangan keindonesiaan
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itu. Karena itu, keunggulan kompetitif dari Kota
Salatiga harus tetap kita jaga bersama.

DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah,
turut bertanggung jawab teradap hal tersebut.
Terlebih, DPRD Kota Salatiga telah “mengikrarkan”
diri sebagai rumah Bhinneka Tunggal Ika.

Saat ini kita butuh sinergitas dalam
membangun Kota Salatiga yang kita cintai. Salatiga
ke depan harus mejadi kota yang modern, indah, dan
bersih. Semoga bermanfaat. (*)kendati baru saja
diserang oleh Belanda lewat agresi Militer I. Kota
Madya Daerah Tingkat II Salatiga adalah bekas
stadsgemeente yang dibentuk berdasarkan
Staatsblad 1929 No. 393, yang kemudian dicabut
dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kecil dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat. Berdasarkan amanat UU No.22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah Kota Madya
Daerah Tingkat II Salatiga berubah penyebutannya
menjadi Kota Salatiga.

Perlunya Penerapan

e-government terintegrasi

Penerapan E-Government di Kota Salatiga,
menurut Dance Ishak Palit, saat ini masih bersifat
parsial dan belum terintegrasi. Karena itu, hasilnya
belum maksimal bahkan terkesan membingungkan




Berbagai sukui, agama di Indonesia mengikuti parade.

dalam membaca data. Padahal, integrasi
penting dalam pengambilan kebijakan.

Dance yang periode 2019- 2024 ditetapkan
sebagai Ketua DPRD Salatiga ini juga melihat,
penerapan E-Government di masing-masing satuan
kerjaperangkat daerah (SKPD) di Pemkot masih
sesuai dengan kebutuhan sendiri, tanpa melihat
keterhubungan data dengan SKPD lainnya.
Akibatnya, tak jarang terjadi perbedaan data yang
mendasar sehingga memengaruhi pengambilan
kebijakan dan menyebabkan efisiensi dan efektivitas
kerja sulit dicapai.

Dicontohkan Ketua DPRD, data kemiskinan.
Masing-masing SKPD terkait mengeluarkan data
sendiri-sendiri yang berbeda. Menurutnya, hal itu
karena penerapan E-Government belum berdasar
pada master plan yang mengintegrasikan semua
data yang terkait, sehingga sistem ini belum mampu
menjadikan kekuatan dalam menjalankan roda
birokrasiyang efisien dan efektif.

Karena itu, menurutnya, perlu ada review
terhadap master plan karena juga telah terjadi
perubahan regulasi yang mengatur nomenklatur
pemerintahan daerah. Dia berharap, Pemkot
Salatiga belajar dari Bandung atau Surabaya,
ataupun yang di Jawa Tengah di Sragen, yaitu
pemimpin daerahnya dalam pengambilan kebijakan
hanya membutuhkan satu klik untuk melihat secara
terintegrasi informasi atau data yang
dibutuhkan.Penerapan E-Government, selain dapat
meningkatkan daya saing daerah, dikatakannya juga
dapat memotong banyak prosedur maupun waktu
dalam pengambilan kebijakan. Semua hal berjalan
dengan kepastian. Baik kepastian waktu, kepastian
prosedur, maupun kepastian biaya.

Menurutnya, Kota Salatiga perlu

data

meningkatkan daya saing kota. Keberadaan jalan tol
Semarang-Solo membawa dampak yang tak hanya
positif, tapi juga negatif. Dampak negatif, jika

Budaya Bali ikut memeriahkan parade.

Salatiga tidak berbenah, maka tidak lagi menjadi
kota transit, tapi kota perlintasan. Iklim dan
keindahan kota yang disebut- sebut Belanda sebagai
Paris van Central Java tak lagi menjadi magnet yang
membuat orang singgah.

Tak hanya itu, investasi di Salatiga pun akan
sulit masuk jika situasinya tak berubah. Padahal,
potensi PaD (Pendapatan Asli Daerah) Salatiga
sebagai kekuatan fiskal

daerah masih berkisar 28 persen, yakni sekitar
Rp 174 miliar dari Rp 850 miliar total aPBD. Itu pun
kalau ditelaah lebih lanjut, pemasukan terbesar
hanya pada pendapatan lain-lain yang sah. “Saatnya
untuk memberikan penguatan birokrasi melalui
penerapan E-Government yang terintegrasi,” kata
lelaki yang akrab disapa Bung Dance ini. (¥)
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Jadikan POLITIK

olitik bagi Latif Nahari menjadi wahana
Puntuk memperjuangkan kesejahteraan
masyarakat. Motivasi itulah yang

membuat ayah tiga anak ini terjun ke dunia politik.

Politik, bagi wakil rakyat dari Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) ini hanyalah alat. Bagaimana alat
tersebut berfungsi, sangat tergantung pada siapa
yang menggunakan. Di tangan orang baik-baik, alat
yang buruk pun bisa dipergunakan untuk kebaikan.
Demikian pula sebaiknya.

Politik, menurut lelaki kelahiran Banjarnegara
ini, juga dapat dijadikan sebagai sarana ibadah.
Politik bisa menjadi alat meraih kebajikan, juga bisa
menjadi sarana berbuat kejahatan.

Kebijakan-kebijakan konstruktif yang bisa
mengantarkan rakyat ke gerbang kesejahteraan dan
kemakmuran, bisa dirancang, disusun, dan
ditetapkan melalui aktivitas berpolitik. Demikian
juga sebaliknya, korupsi yang menyengsarakan, juga
kebijakan-kebijakan yang memberatkan rakyat,
semua bisa dilakukan dengan politik (kekuasaan)
sebagai alatnya.

Berangkat dari Daerah Pemilihan 2 (Sidorejo),
dia menilai ada sejumlah persoalan lokal yang
mendesak untuk dicarikan solusi. Beberapa di

Jiwaraga, Edisi Il Tahun 2019

Latif Nahari, ST

antaranya adalah kurangnya ketersediaan lapangan
kerja dan Ruang Terbuka Hijau untuk aktivitas
masyarakat. Kedua persoalan tersebut menurutnya
cukup urgen, karena menyangkut kebutuhan dasar
masyarakat.

Sebagai legislator, ada beberapa upaya yang
dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Di bidang anggaran
misalnya, dia menilai perlu melakukan proses
penganggaran dengan mengutamakan kegiatan/
program yang memihak kepentingan rakyat, seperti
revitalisasi pasar tradisional, pembinaan UMKM, dan
pemberian modal usaha.

Lalu di bidang investasi, turut meningkatkan
iklim investasi yang makin kondusif dengan cara
mempermudah proses perizinan, yang salah satunya
dengan mendorong segera terlaksana pembangunan
Mal Pelayanan Publik, sebagai salah satu solusi
untuk mempercepat dan mempermudah proses
perizinan, khususnya terkait kemudahan investor
dalam melakukan perizinan untuk berinvestasi di
Kota Salatiga.

Ada beberapa kendala dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, seperti dalam upaya
penyelenggaraan iklim investasi yang kondusif,
ternyata antarsatuan kerja perangkat daerah
(SKPD)/dinas terkait teknis perizinan yang
melibatkan beberapa SKPD/ dinas dan lembaga-
lembaga lain belum terintegrasi, sehingga proses
perizinan menjadilama.

Karena itu, perlu dibuat terobosan baru yang
salah satunya dengan menyelenggarakan Mal
Pelayanan Publik sebagai salah satu sarana
mengintegrasikan OPD/dinas dan lembaga-lembaga
yang berhubungan dengan proses perizinan di
Salatiga.

Terkait predikat Kota Salatiga sebagai Kota
Toleran, perlu dipertahankan, dengan mengadakan
kegiatan-kegiatan pemantapan wawasan
kebangsaan, seperti kegiatan Parade Kebangsaan
Lintas agama dan Etnis dan lain sebagainya. Dengan
semangat kebersamaan dan persatuan, dia yakin visi
dan misi DPRD Kota Salatiga bisa terwujud. (*)




Saiful Mashud

SHARRUFUL imam 'ala al-ra'iyyah

manutunbial- maslahah” atau

“Kebijakan pemimpin kepada
rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan atau
kesejahteraan rakyatnya.” Prinsip itu dipegang teguh
oleh Saiful Masud, legislator Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) yang berangkat dari Daerah Pemilihan
4 (argomulyo) saat memutuskan untuk terjun ke
kancah politik.

Baginya, setiap kebijakan politik atau regulasi
yang diterbitkan semuanya harus bermuara pada
peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup
masyarakat.

Menurutnya, ada sejumlah persoalan di
Salatiga saat ini yang membutuhkan perhatian
secara serius, yakni ketersediaan lapangan
pekerjaan, fasilitas, dan pelayanan kesehatan serta
peningkatan kesejahteraan.

Pemerintah, menurutnya, perlu terus-
menerus menumbuhkan semangat kewirausahaan
warga, agar tercipta lapangan kerja dalam rangka
menurunkan angka kemiskinan di Kota Salatiga.

Menanamkan semangat kewirausahaan,
menurutnya, perlu strategi tertentu. Selain ilmu,
skill, dan jiwa enterpreneurship, Pemkot perlu

mengalokasikan anggaran untuk bantuan

MIMBAR

permodalan. Upaya meningkatkan kesejahteraan
diakuinya tergantung pada niat. Pemerintah dan
masyarakat harus bersinergi menuju kesejahteraan.

Wilayah Kecamatan argomulyo yang menjadi
basis konstituennya, Saiful menilai memiliki
sejumlah potensi yang bisa dikembangkan. Salah
satunya wisata kuliner, yang masyarakat menjadi
ujung tombaknya. Selain itu, wilayah argomulyo juga
berpotensi memunculkan industri yang berbasis
pada kuliner, konfeksi (sandang), serta kontrakan/

kos-kosan.

Kota Salatiga, menurutnya, memiliki potensi
menjadi kota berdaya saing tinggi. Potensi itu adalah
kerukunan masyarakat serta kekondusifan situasi
kota. Dua hal

itu menurutnya modal berharga dalam
melakukan pembangunan.

Namun, maju-mundur kota tergantung pada
pemerintah daerah, stakeholder, serta seluruh
warga. Semua elemen memiliki peran masing-
masing. “Mari kita jaga, kita bangun, dan kita kawal
Salatiga tercinta ini dengan toleransi bersama demi
terwujudnya Salatiga, “baldatun toyyibatun
warrabun ghofur”. Salatiga yang aman, nyaman, dan
damai,” ungkapnya. (*)
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OPINI

TEKNOLOGI
Mencetak Masyarakat Kreatif

Oleh : Syafira Nabilah’

'1

Kreatifitas kegiatan Mahasiswa PPL di Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

I‘*‘ VDR TR e PR I Y

Syafira Nabilah
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Mahasiswa UKSW Salatiga sedang membuat konten Youtube.
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Oleh : Nana Rosita Sari, S.H.
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hadiri p

tanddRN Ko Salatigani menjadi periode
kedua bagi Nono Rohana duduk
sebagai wakil rakyat di DPRD Kota
Salatiga. Selama lima tahun terakhir menjadi
anggota DPRD, diakuinya memberikan banyak
pengalaman berharga. Khususnya bagaimana
memperjuangkan serta menyalurkan aspirasi
masyarakat.

Saat ini, legislator Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) dari Daerah Pemilihan 3 (Tingkir) ini kembali

Berharap terwujudnya
Salatiga Science Park

masuk Komisi A (Hukum & Pemerintahan) dan
didaulat menjadi Ketua Komisi. artinya, dia kembali
bersinggungan dengan sejumlah persoalan yang
telah ditemuinya selama lima tahun sebelumnya.

Pada periode sebelumnya, dikatakan lelaki
kelahiran Tasikmalaya ini, telah banyak yang telah
dilakukan Komisi a. Di RSUD (Rumah Sakit Umum
Daerah) Kota Salatiga misalnya, Komisi a
DPRDSalatiga telah banyak andil dalam
perkembangannya, baik secara fisik maupun
pelayanan.

Pihaknya tak lelah untuk meminta kepada
manajemen rumah sakit untuk terus
meningkatkan pelayanan, karena RSUD adalah
wajah pelayanan kesehatan di sebuah

kota. Pihaknya juga secara aktif dan kontinu
melakukan pemantauan terhadap pelayanan di
seluruh puskesmas yang menjadi rujukan
masyarakat di tingkat paling bawah.

Permintaan yang sama juga disampaikan
kepada Dinas Kesehatan Kota (DKK) selaku leading
sector di bidang kesehatan. Hasilnya, pihaknya
melihat sejumlah peningkatan pelayanan

- 5 --._'.|
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Rapat Komisi A dengan Organisasi Perankat Daerah .

Jiwaraga, Edisi Il Tahun 2019




Berharap terwujudnya
Salatiga Science Park
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Aslinda Afiyani, Anggota DPRD Kota Salatiga saat meng-
hadiri peringatan HPN Kota Salatiga.
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Rapat Komisi A dengan Or
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5§ Salatiga Science Park
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Aslinda Afiyani, Anggota DPRD Kota Salatiga saat meng-
hadiri peringatan HPN Kota Salatiga.

Berharap terwujudnya

Rapat Komisi A dengan Organis.

B
-

asi Perangkat Daerah
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LAPORAN UTAMA

Agus Pramono, SH saat memimpin rapat Bapemperda di ruang Garuda DPRD Salatiga.

adan Pembentukan Peraturan Daerah
B(Bapemperda) merupakan alat
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap,
dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Susunan
dan keanggotaan Bapemperda dibentuk pada
permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan
tahun sidang. Jumlah anggota Bapemperda
ditetapkan dalam rapat paripurna menurut
perimbangan dan pemerataan jumlah anggota
Komisi. Jumlah anggota Bapemperda paling banyak
sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.

Anggota Bapemperda diusulkan masing-
masing Fraksi. Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1
orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang dipilih dari
dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat. Sekretaris DPRD
karena jabatannya adalah sekretaris Bapemperda
bukan anggota. Masa jabatan pimpinan Bapemperda
paling lama 2 tahun 6 bulan dan bisa diusulkan
kembali.

Hal ini sesuai dengan fungsi utama DPRD dan
penting yang dijalankan dalam kerangka
representasi sebagai wakil rakyat. DPRD memiliki
fungsi Legislasi, dimana harus mengutamakan
kepentingan rakyat, meskipun masih ada fungsi
lain, yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka
DPRD kota Salatiga membentuk Alat kelengkapan
DPRD yaitu diantanya : Pimpinan, Komisi, Badan
Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran
dan Badan pembentukan Peraturan daerah dengan
tugas dan Fungsinya masing masing.

Fungsi DPRD
Pada kesempatan ini kita akan mengulas
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sedikit terkait Fungsi
DPRD dalam rangka
pembentukan
Peraturan Daerah.
Dalam pembentukan
peraturan daerah
Pemerintah daerah
diberikan landasan
konstitusional yang

jelas sebagaimana
diatur dalam Pasal 18
ayat (6) Undang-

undang Dasar
Republik Indonesia
Tahun 1945
menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak
menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah
dan tugas pembantuan.

Untuk itu dalam melaksanakan amanat
undang-undang tersebut DPRD dalam membentuk
peraturan daerah membentuklah sebuah alat
kelengkapan yang disebut Badan Pembentukan
Peraturan Daerah Atau disingkat Bapemperda.
Bapemperda adalah badan yang mempunyai tugas
melakukan pengkajian Peraturan Daerah (Perda)
dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Menurut tata tertib DPRD pembentukan
Bapemperda kurang lebih diatur demikian: Anggota
Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna
menurut perimbangan dan pemerataan anggota
komisi, Jumlah anggota Bapemperda paling banyak
sejumlah anggota komisi yang terbanyak. Pimpinan
Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1
(satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh

Ketua Bapemperda




Rapat Internal Ketua, anggota Bapemperda dan bagian Persidangan DPRD Salatiga.

anggota Bapemperda. Selanjutnya Perpindahan
Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat
kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah
masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling
singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Lebih lanjut mengulas tekait tugas dan
wewenang dari Bapemperda itu sendiri adalah :

Pertama, menyusun rancangan program
pembentukan Perda yang memuat daftar urut
rancangan Perda berdasarkan skala prioritas
pembentukan rancangan Perda disertai alasan
untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;

Kedua, mengoordinasikan penyusunan
program pembentukan Perda antara DPRD dan
Pemerintah Daerah;

Ketiga, menyiapkan rancangan Perda yang
berasal dari DPRD yang merupakan usulan
Bapemperda berdasarkan program prioritas yang
telah ditetapkan,;

Keempat, melakukan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan
komisi sebelum rancangan Perda disampaikan

kepada Pimpinan DPRD;

Kelima, mengikuti pembahasan rancangan
Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah
Daerah;

Keenam, memberikan pertimbangan terhadap
usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan
oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program

pembentukan Perda;

Ketujuh, memberikan pertimbangan kepada
Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang
berasal dari Pemerintah Daerah;

Kedelapan, mengikuti perkembangan dan
melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi
muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan
komisi dan/atau panitia khusus;

Kesembilan, memberikan masukan kepada
Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang
ditugaskan oleh badan musyawarah;

Kesepuluh, melakukan kajian Perda;

Kesebelas, membuat laporan kinerja pada
masa akhir keanggotaan DPRD dan
menginventarisasi permasalahan dalam
pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada
masa keanggotaan berikutnya.(sy)

Adapun Susunan Keanggotaan bapemperda di
DPRD Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

NAMA KEDUDUKAN

Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua

1 Agus Pramono, SH

2 Bonar Novi Priatmoko, SH
3. | H. Budi santoso, SE, MM
4. | Basirin
5

6

Anggota
Milhous Teddy Sulistio, SE Anggota
Agus Joko Setiawan Anggota
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Dukungan seluruh Pihak
Percepat Pembentukan/PERDA

llustrasi: Peraturan Daerah.

erbicara fungsi DPRD diantaranya

fungsi pengawasan, Fungsi Anggaran,

serta fungsi Legislasi, Namun tentu
masyarakat melihat lembaga ini tentu pertama kali
dibenak masyarakat umum Fungsi legislasi adalah
fungsi yang paling sering dicermati oleh masyarakat
secara umum.

Fungsi legeslasi untuk saat ini lebih sering di
kenal sebagai fungsi pembentukan Peraturan
Daerah untuk di DPRD Kota Salatiga paska di lantik
bulan Agustus 2019, lembaga DPRD segera
membentuk alat kelengkapan agar kinerja DPRD
menjadi lebih optimal. Khusus untuk urusan dalam
rangka pembentukan Peraturan Daerah DPRD
membentuk alat kelengkapan disebut
BAPEMPERDA (Badan Pembentukan Peraturan
Daerah).

Untuk di DPRD Kota Salatiga alat kelengkapan
BAPEMPERDA diketuai oleh Agus Pramono SH.
Politisi senior dari Fraksi Gerindra. Politisi yang
sudah menjabat untuk kedua kalinya sebagai
Anggota DPRD tersebut, dipercaya oleh lembaga
DPRD untuk menjadi Nahkoda dalam urusan
pengawalan pembentukan Peraturan Daerah.
Tentunya memang tidak mudah untuk membuat
rancangan peraturan yang mana peraturan tersebut
bertujuan untuk mengatur hidup bersama,
melindungi hak dan kewajiban manusia dalam
masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib
masyarakat didaerah.

Agus pramono, SH saat ditanya tentang
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Ketua Bapemperda Agus Pramono, SH saat emimpin
rapat di ruang Garuda DPRD Kota Salatiga.

rencana 5 tahun kedepan terkait kepemimpinannya
sabagai Ketua BAPEMPERDA menjelaskan
“Pembentukan Peraturan Daerah adalah pekerjaan
kita bersama secara lembaga hal tersebut tentu
melibatkan beberapa pihak termasuk masyarakat
itu sendiri. Dalam hal ini berbicara BAPEMPERDA
mau tidak mau akan menjadi motor, saya berharap
kesempatan ini kita gunakan waktu kita agar
menjadikan kita anggota dewan yang betul
produktif’, ungkap Agus.

Agus Pramono juga berharap dalam
pembahasan peraturan lebih selektif, “Kedepan




kerjakan ini benar-benar
bekualitas dan memiliki bobot
terutama dari perda inisiatif DPRD.
Karena dalam pembentukan perda
memelukan proses panjang, untuk
itu kami berharap dukungan dari
seluruh anggota dewan, dan
seluruh jajaran stakeholder terkait
untuk memberikan dukungan
dalam rangka pembentukan
peraturan daerah” ungkap pria
yang dulunya berprofesi sebagai
pengacara.

berbicara tentang proses
pembentukan peraturan daerah
yang saat ini berjalan, Agus
Pramono menjelaskan “ternyata
terdapat pekerjaan rumah
berkenaan dengan pembentukan
peraturan daerah yang belum selesai pekerjaannya
oleh Dewan masa keanggotaan yang sebelumnya.
Namun perda tersebut tahapanya sudah di tahap
akhir dalam proses pembentukan produk hukum
yang saat ini sudah mendapat fasilitasi dari biro
hukum, tinggal penyempurnaan dan pengesahannya
sajayang diantarannya. :

Raperda tentang sistem Drainase Perkotaan;
Raperda tentang rencana pembangunan dan
pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman; Raperda tentang bantuan hukum bagi
masyarakat tidak mampu dan Raperda tentang
penanggulangan bencana alam.

Keempat RAPERDA (Rancangan Peraturan
Derah) tersebut merupakan insiatif DPRD Kota
Salatiga pada PROPEMPERDA (Program
Pembentukan Peraturan Daerah) tahun yang lalu,
Serta terdapat 9 RAPERDA Inisiatif Walikota. Namun
dari ke 9 inisiatif Walikota tersebut ada yang
dijadikan prioritas diharapkan diakhir tahun 2019
ini dapat disahkan yaitu Raperda perubahan atas
Perda kota salatiga nomor 9 tahun 2016
pembenukan dan susunan perangkat daerah.” Jelas
Agus.

Masih di kesempatan yang sama agus
menambahkan “sedangkan utuk propemberpda
tahun 2018 ada 6 Raperda yang belum selesai
pembahasan, diantaranya :

Raperda inisiatif DPRD Raperda tentang
Ketahanan pangan; Raperda tentagn
penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan
penyandang Disabilitas; dan Raperda tengan
perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal;

Raperda inisatif Walikota : Raperda tentang
Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha; Raperda
tentang Perusahaan Umum daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Salatiga; dan Raperda
tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

Ketua bapemperda, gus Pramono, SH.

N

Rencana kedepan Agus Pramono
menyampaikan “Perda-perda tersebut nantinya kita
akan segera mengusulkan dalam rapat paripurna
untuk segera dibentuk pansus agar raperda tersebut
dapat segera diproses tahapan pembentukan
peraturan daerah tersebut”

Agus Pramono mengajak rekan-rekan yang
tergabung di keanggotaan BAPEMPERDA untuk
bersama-sama satu visi “kesulitan tentu ada saja,
namun kalau kita lakukan komunikasi yang baik
dengan rekan-rekan yang masuk di Anggota
Bapemperda yang terdiri dari 5 fraksi yang ada di
DPRD, saya lihat teman-teman memiliki greget dan
semangat kerja, teman-teman fraksi telah
menyampaikan masukan bahwa semua perda harus
ditarget, tetapi bicara dalam rangka pembentukan
peraturan ini tidak hanya internal BAPEMPERDA
saja.”

Lebih lanjut Agus manambahkan keterlibatan
dukungan dari seluruh unsur dalam pembentukan
perda sangat diperlukan “Partisipasi aktif dari fraksi,
karena menyangkut dengan pandangan umum,
konsultasi, public hearing, pandangan akhir, hal
tersebut kompleks kami mohon dengan sangat agar
seluruh unsur terkait bisa melakukan kerjasama.
Agar perda nantinya itu akan bermanfaat bagi
masyarakat melindungi masyarakat agar supaya
tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud.”
Ungkap suami Titik Suryani tersebut.

DPRD juga membuka lebar komunikasi
dengan masyarakat berkenaan dangan usulan
pembentukan peraturan daerah, hal tersebut
disampaikan oleh Agus Pramono “seandainya
memang dari masyarakat punya inisiatif terkiat
perda apa yang mesti harus diterbitkan oleh
pemerintah Kota Salatiga. Kami berharap
masyarakat dapat berperan aktif mengusulkanlah
kan bisa, apakah melalui komisi atau fraksi sesuai
dengan ketentuan yang ada.” (sy)
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LAPORAN UTAMA:

Rapat Komisi DPRD Kota Salatiga

engan telah diresmikannya
D Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota
Salatiga Masa Jabatan Tahun 2019-
2024 melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 170/77 Tahun 2019, untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD perlu
dibentuk alat kelengkapan DPRD. Berdasarkan
Rapat Paripurna Internal DPRD, Rabu tanggal 25
September 2019, telah ditetapkan pembentukan Alat
Kelengkapan DPRD Kota Salatiga beserta dengan
susunan keanggotaannya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;

Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor
17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat; Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali
terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Susunan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Semarang;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota; serta Peraturan Dewan
Pewakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1
Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Salatiga.

Berpedoman pada Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 170/77 Tahun 2014 tentang
Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota
Salatiga Masa Jabatan Tahun 2019-2024, maka
DPRD Kota Salatiga memutuskan bahwa Alat
Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Salatiga, terdiri dari : Komisi; Badan Musyawarah;

Badan Anggaran; Badan Pembentukan Peraturan
Daerah; dan Badan Kehormatan.

Dalam hal pembentukan komisi, dimaksudkan
untuk memastikan agar terlaksananya kewajiban
daerah dalam penyelenggaraan urusan




Komisi A

Bidang Hukum dan Pemerintahan

NO

NAMA

Kedudukan

BASIRIN

SO £

1.| NONO ROHANA, S.Ag
Hj. RIAWAN WORO
ENDARTININGRUM, SE
SARMIN, S.Pd

MUH. NURHIDAYAT

DRA. NOVIA PRAPTININGSIH

Ketua

Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota

Ketua Komisi A
Komisi B
Bidang Ekonomi dan Keuangan

NO NAMA Kedudukan
1.| M. MIFTAH Ketua
2. | BAGAS ARYANTO, SP Wakil Ketua
3. | H. BUDI SANTOSO, SE., MM Sekretaris
4. AGUS JOKO SETIAWAN Anggota
5. | SARWONO, SE Anggota
6. | ASLINDA AFIYANTI, SP Anggota
7. | FARDHILA RETNO H. SE Anggota
8. | YUSUP WIBISONO, SH Anggota

Ketua Komisi B

Komisi C
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
NO NAMA Kedudukan

1.| H. KEMAT, S.Sos Ketua
2.| LISTIYANTO Wakil Ketua
3.| FATONI Sekretaris
4.| H.M. FATHUR RAHMAN, SE., MM Anggota
5. MILHOUS TEDDY SULISTIO, SE Anggota
6.| Ir. Hj. DIAH SUNARSASI Anggota
7. BONAR NOVI PRIATMOKO, SH Anggota
8.| AGUS PRAMONO, SH Anggota

Ketua Komisi C

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Melakukan pembahasan terhadap rancangan
peraturan daerah; melakukan pembahasan
rancangan keputusan DPRD; melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian
masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau
masyarakat kepada DPRD.

Menerima, menampung dan membahas serta
menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di
daerah; melakukan kunjungan kerja komisi atas

persetujuan Pimpinan DPRD; mengadakan rapat
kerja dan dengar pendapat; mengajukan usul
kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang
lingkup bidang tugas komisi; serta memberikan
laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang
hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pada Saat Keputusan tersebut mulai berlaku,
maka Keputusan Pimpinan DPRD Kota Salatiga
Nomor Nomor 170/18/XII/2018 tanggal 17
Desember 2018 tentang Alat Kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2014
— 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Adapun segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.(ss)
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ita sering mendengar kata fraksi setiap

kita mengikuti rapat-rapat Dewan

Perwakilan Rakyat baik tingkat daerah
maupun pusat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2018 (PP No. 12 Tahun 2018) tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Daerah Provinsi,Kabupaten dan Kota.

Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD
provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan
konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.

Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu)
bulan setelah pelantikan Anggota DPRD. Setiap
Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu
Fraksi. Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling
sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD. Partai
politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai
ketentuan) atau lebih dapat membentuk 1 (satu)
Fraksi.

Partai politik harus mendudukkan seluruh
anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama. Partai
politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak
memenuhi ketentuan, anggotanya dapat bergabung
dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling
banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.

Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada

Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat
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e S (%

Rapat Pengarahan Tenaga Fraksi oleh Kepala bagian Umum tahap pertama.

paripurna. Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi
gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua)
tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan

Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi
persyaratan sebagai Fraksi. Dalam menempatkan
anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi
mempertimbangkan latar belakang, kompetensi,
pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3
(tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil
ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh
anggota Fraksi.

Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga)
orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan
sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi..

Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk
dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk
diumumkan dalam rapat paripurna.

Fraksi mempunyai sekretariat yang
mempunyai tugas membantu kelancaran
pelaksanaan tugas Fraksi dan Sekretariat DPRD
menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli
guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai
dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan
kemampuan APBD.

Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang
tenaga ahli. Tenaga ahli Fraksi paling sedikit




Rapat Pengarahan Tenaga Fraksi oleh Kepala bagian Umum tahap kedua.

memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah
strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling
singkat 3 (tiga) tahun, menguasai bidang
pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi

DPRD.

Terdapat 5 fraksi di DPRD Kota Salatiga baik
fraksi secara sendiri maupun fraksi gabungan partai
politik.

Tiga fraksi yang merupakan fraksi partai

. politik sendiri adalah Fraksi Partai Demokrasi
Frak§1 i i ) Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi Gerakan

Indonesia Raya (F-Gerindra).

NO NAMA Kedudukan Sedangkan fraksi yang merupakan gabungan
1.| M. Teddy Sulistio, SE K dari 2 partal. politik terFlapat 2 (dua) Fraksi yakni
I NE Kemat, Sl Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) yang
S e ,SPd Sekretaris merupakan gabungan Partai Kebangkitan Bangsa
4.| Fardhila Retno Herdhini, SE Anggota (PKB) dengan Partai Nasdem (Nasional Demokrat).
5.| Bagas Aryanto, SP Anggota Dan Fraksi Demokrat Golongan Karya yang
6.| Bonar Novi Priatmoko, SH Anggota merupakan gabungan Partai Demokrat dan Partai
7.| Dance Ishak Palit, M.Si Anggota Golongan Karya.(an)
8.| Dra. Novia Praptiningsih Anggota

Fraksi Fraksi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

NO NAMA Kedudukan NO NAMA Kedudukan
1.] H. Budi Santoso, SE.MM Ketua 1.| Hj. Riawan Woro E. SE Ketua
2.| Latif Nahari, ST Wakil Ketua 2.| Agus Pramono, SH Wakil Ketua
3.| Nono Rohana, S.Ag Sekretaris 3.| Sarwono, SE Sekretaris
4.| H.M Fathur Rahman, SE.MM Anggota 4.| Aslinda Afiyanti, SP Anggota

Fraksi Fraksi

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB .

& gsa ( ) Fraksi Demokrat Golongan Karya
NO NAMA Kedudukan
NO NAMA Kedudukan

1.| M. Miftah Ketua T )
B Wakil Ketua 1. Ir'. HJ. Diah Sunarsasi K.etua
3.| Yusuf Wibisono,SH Sekretaris 2.| Listiyanto ; Wakil Ketua
N R o Anggota 3.| Agus Joko'Se‘uawan Sekretaris
5.| Syaiful Mashud Anggota 4.| Muh Nurhidayat Anggota
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erjayanya kerajaan Mataram (Islam)

tidak hanya di bidang tata

pemerintahan dan kebudayaan, tapi
terdapat karya fenomena yaitu Kalender Jawa
(pananggalan Jawi).

Kalender Jawa disusun pada pemerintahan
Sultan Agung Hanyakrakusuma dan ditetapkan
sebagai pedoman kalender Jawa yang
perhitungannya berdasarkan putaran bulan, disebut
Qomariyah atau Lunar system (seperti tahun
Hiriyah).

Permulaan penggunaan kalender Jawa di
terapkan di wilayah kerajaan Mataram meliputi
pulau Jawa dan Madura kecuali wilayah Banten,
yang tidak masuk wilayah kerajaan Mataram.

Kalender Jawa dimulai pada hari Jumuah Legi
tanggal 1 bulan Sura tahun Alip 1555 sekaligus
memulai kurup Jamngiyah, bertepatan dengan :
tahun Saka 1555 (tahun Saka dimulai tahun 78
Masehi), 1 Muharam 1403 Hijriyah (tahun Hijriyah
dimulai tahun 622 Masehi) dan bertepatan tanggal 8
Juli 1633 Masehi. Untuk memulai tahun pada
kalender Jawa melanjutkan telah berjalannya tahun
Saka, 1555, tidak dari tahun 1 (satu). Pergantian hari
dalam Kalender Jawa pada saat matahari terbenam (
surup ) antara pukul 17.00-18.00.

Nama-nama bulan pada kalender Jawa
banyak yang mirip dengan nama bulan pada
kalender Hijriyah tapi pengucapannya
menggunakan dialek Jawa.

Pada kalender Jawa terdapat beberapa
kelompok satuan waktu, seperti : Saptawara (pekan),
Pancawara (pasaran) Bulan, Tahun, Windu, Wuku,
Mangsa, dan Kurup.

Pengelempokan satuan waktu itu untuk
melengkapi perhitungan yang disebut Pawukon.
Pawukon sebagai dasar penghitungan untuk
menentukan keperluan (orang Jawa) dalam berbagai
hal : hari perkawinan, mendirikan rumah, ulang
tahun, dan sebagainya.

HARI

Kalender Jawa ada dua pengelompokan hari :

1. Saptawara (tujuh hari) terdiri dari: 1. Aditya
(Ahad — Minggu — Al'Ahad), 2. Soma (Senen — Senin —
Al' Ithnayn),3. Anggara ( Slasa — Selasa — Al' Thalata)
4. Budha (Rebo - Rabu - Ath' Arba'a), 5.
Whraspati/Respati (Kemis — Kamis — Al' Khamis), 6.
Sukra (Jumuah - Jumat - Al' Jum'a), dan 7.
Sanissara/tumpak (Setu-Sabtu-As'Sabt).

2. Pancawara terdiri dari : 1. Kliwon
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(Mancawarna/kasih) 2. Legi (Pethakan/ manis) 3.
Pahing (Jenean / jenar) 4. Pon (Abritan /palguna)
dan 5. Wage (Cemengan/kresna / langking)

Selain kelompok hari Saptawara dan
Pancawara masih ada pengelompokan yang lain,
yang masih dipergunakan di wilayah Bali dan
Tengger, seperti : a. Dwiwara (Menga — membuka,
dan Pepet — menutup), b. Triwara (1. Kajeng, 2.
Pasah, 3. Beteng), c. Caturwara (Jaya, 2. Menala, 3.
Sri, 4.Laba),

3. Sadwara (paringkelan) : 1. tungle (godhong),
2. aryang (manungsa), 3. Warukung (kewan), 4.
paningron (mina). 5. uwas (manuk) lan 6.mawulu
(taru/winih) e. Hasthawara (padewan) 1. Sri, 2.
Indra, 3. Guru. 4. Yama, 5. Rudra, 6. Brama, 7. Kala
lan 8. Uma.

4. Nawawara (padangon) : 1. dangu (watu), 2.
jagur (macan), 3. gigis (bumi), 4. kerangan
(srengenge), 5. nohan (rembulan), 7. tulus (banyu), 8.
wurung (geni) lan 9. dadi (kayu) dan g. Dasawara : 1.
Pandhita, 2. Pati, 3. Suka, 4. Duka, 5. Sri, 6. Manuh,
7.Manusa, 8. Raja, 9. Dewa, lan 10. Raksasa.

SASI

Pada kalender Jawa setiap tahunnya terdiri
dari 12 Bulan yang beberapa nama bulannya mirip
dengan nama bulan pada tahun Hijriyah. Ada pun
umur bulan pada kalender Jawa ada 2 (dua) jenis,
menurut umur tahunnya, yaitu tahun wastu (tahun
pendek umurnya 254 hari) dan tahun wuntu (tahun
panjang umurnya 355 hari).

Tahun Jawa dan Tahun Hijriyah
perhitungannya kadang ada perbedaan karena, pada
tahun Jawa berdasarkan penghitungan matematik
(umur setiap bulannya sudah
ditentukan),sedangkan tahun Hijriyah berdasarkan
penghitungan Astronomik (umur setiap bulannya
berdasarkan terbitnya bulan)

TAHUN
Dalam kalender Jawa jumlah tahunnya ada 8
(delapan) disebut windu terdiri dari : 1. Alip

354 hari, pada tanggal 1 Sura hari Slasa Pon;
2. Ehe 355 hari, padatanggal 1 Sura hari Setu Paing;
3.Jimawal 354 hari, pada tanggal 1 Sura hari Kemis
Paing; 4. Je 355 hari, pada tanggal 1 Sura hari Senen
Legi; 5. Dal 354 hari, pada tanggal 1 Sura hari Setu
Legi; 6. Be 354 hari, pada tanggal 1 Sura hari Rebo
Kliwon; 7. Wawu 354 hari, pada tanggal 1 Sura hari
Ahad Wage; 8. Jimakir 355 hari, pada tanggal 1 Sura
: hari Kemis Pon.




Pada kurup Salasiyah (Asapon) yang berjalan
pada waktu sekarang, tahun wuntu pada tahun Ehe,
Je, dan Jimakir.

Selain kalender Jawa juga masih ada dan
berlaku kalender atau tahun Saka di wilayah Bali
dan Tengger. Kalender Saka penghitungannya
berdasarkan berputarnya matahari , disebut
Syamsiyah atau Solar system.

Kalender Saka (berasal dari India),terdiri dari
12 (dua belas) bulan

WINDU

Kalender Jawa selain menggunakan kelompok
waktu hari, bulan, tahun juga menggunakan
kelompok waktu Windu (berumur 8 tahun).
Kelompok Windu terdiri dari:

1. Adi (utama), 2. Kunthara (tumindak/laku),
3. Sangara (panjir/banyu) dan 4. Sancaya |
pakumpalan/rukun)

Pada perputarannya, Windu, akan mengalami
persamaan waktu seperti pada awalnya.
Persamaannya meliputi hari dan pasaran, tanggal,
bulan, tahun, mangsa, wuku, dan windu, apabila
perputaran waktunya sudah mencapai 4 (empat)
windu atau 32 tahun. Apabila itu berkaitan dengan
umur manusia, disebut tumbuk alit (pertemuan
kecil) tapi apabila itu terjadi pada 8 (delapan) windu
atau 64 tahun, disebut tumbuk ageng (pertemuan
besar).

KURUP

Kurup adalah salah satu kelompok waktu atau
kurun yang ada pada kalender Jawa. Nama-nama
kurup yang berjumlah 7 itu, namanya disesuaikan
dengan nama hari pertama pada awal bulan Sura
tahun Alip.

1. Senen : Isaneniyah), 2. Slasa ( Salasiyah), 3.
Rebo (Arbangiyah), Kemis; 2. (Kamsiyah). 5. Jumuah
(Jamngiyah), 6. Setu (Sabtiyah) dan 7. Ahad
(Akdiyah).

Nama kurup dan umurnya pada kalender
Jawa terdiri :

1. Jamngiyah umurnya 120 tahun. Dimulai
hari Jumuah Legi, 1 Sura, Alip1555 wuku Kulawu,
windu Kunthara ( 1 Muharam 1043 H - 8 Juli 1633)
sampai dengan hari Rebo Wage, 29 Besar, Jimakir
1674 wuku Langkir, windu Sancaya. ( 29 Zu'lhijah
1162 H- 10 Desember 1748)

2. Kamsiyah umurnya 71 tahun. Dimulai hari
Kemis Kliwon, 1 Sura, Alip 1675 wuku Langkir,
windu Adi ( 1 Muharam 1163 Hijrah — 11 Desember
1749, sampai dengan hari Slasa Pon, 29 Besar, 1746
windu Adi

3. Arbangiyah (Aboge) berumur 120 tahun.
Dimulai hari Rebo Wage, 1 Sura, Alip 1747, wuku

Kulawu, windu Kunthara ( 1 Muharam 1235 H - 20
Oktober 1819) sampai dengan hari Senen Paing, 29
Besar, Jimakir 1866 wuku Langkir, windu Sancaya (
29 Zu'lhijah 1354 H-23 Maret 1936)

4. Salasiyah (Asapon) umur 120 taun. Dimulai
hari Slasa Pon, 1 Sura, Alip 1867 wuku Langkir,
windu Adi, sampai dengan hari Ahad Legi, 29 Besar,
Jimakir 1986 wuku Kulawu, windu Sangara. (9
Zu'llhijah 1474 H- 25 Agustus 2052 M)

5. Isaneniyah umurnya 120 taun. Dimulai hari
Senen Paing, 1 Sura, Alip 1987 wuku Kulawu, windu
Sancaya (1 Muharam 1475 H - 26 Agustus 2052)
sampai dengan hari Setu Kliwon, 29 Besar, Jimakir
2106 (29 Zu'lhijah 1594 - 28 Januari2169)

Cathetan Pada kurup Arbangiyah yang
termasuk tahun wuntu (panjang) : Ehe, Je lan
Jimakir. Bulan Besar di tahun Jimakir (wuntu)
seharusnya umurnya 30 hari, tapi karena
bertepatan dengan pergantian kurup (Salasiyah)
maka umurnya bulan Besar dibuat 29 hari.

PRANATA MANGSA

Karena tahun Qomariyah (tahun Jawa dan
Hijriyah) oleh para petani (di Jawa) dianggap tidak
cocok sebagai pedoman waktu permulaan
penanaman tanaman pertanian, maka,
Mangkunegoro IV menyusun penghitungan waktu
yang berkaitan dengan waktu menanam untuk para
petani, yang disebut prantana mangsa (menata
waktu) berdasarkan tahun Masehi.

Pranata mangsa terdiri dari 12 kelompok :

1. Kasa / Karttika, : umur 41 hari 22 Juni - 1
Agustus; 2. Karo / Pusa umur 23 hari 2
Agustus - 24 Agustus; 3. Katiga / Manggasri, : umur
24 hari 25 Agustus — 17 September; 4. Kapat / Citra, :
umur 25 hari 18 September — 12 Oktober; 5. Kalima /
Manggakala, umur 27 hari 13 Oktober - 8
November; 6. Kanem / Naya, : umur 43 hari 9
November - 21 Desember; 7. Kapitu /
Palguna : umur 43 hari 22 Desember — 2
Februari; 8. Kawolu / Wisaka, : umur 26/27 hari 3
Februari — 28/29 Februari; 9. Kasanga / Jitad : umur
25hari 1 Mret-25 Maret; 10. Kasadasa / Srawana
: umur 24 hari 26 Maret — 18 April; 11. Dhesta /
Padrawana : umur 23 hari 19 April — 11 Mei; 12.
Sadda / Asuji:umur41 hari 12 Mei-21 Juni.

WUKU

Pada kalender Jawa jumlah Wuku ada 30,
setiap wuku umurnya 7 hari dimulai setiap hari Ahad
sampai dengan hari Setu.

Wuku (pawukon) termasuk penghitungan
yang memuat berbagai hal berkaitan dengan rahasia
kehidupan manusia dan disampaikan dengan cara
rahasia/perlambang.

'Penulis adalah
seniman tinggal di Salatiga
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etua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak
Palit. M.Si ikut melepas Kirab Atlet
Berprestasi Tahun 2019 Kota Salatiga

di Halaman Kantor Walikota Salatiga.
Acara yang digagas oleh Dinas Kepemudaan

dan Olahraga Kota Salatiga ini dimaksudkan untuk
memperkenalkan atlet-atlet Kota Salatiga yang
mengukir prestasi pada tahun 2019 baik ditingkat
regional,nasional bahkan internasional kepada

masyarakat Kota Salatiga.
Berkenan hadir dalam kegiatan tersebut

Walikota Salatiga, jajaran Forkompinda (Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah), Sekrestaris Daerah
Kota Salatiga, Kepala OPD (Organisasi Perangkat
Daerah) di Kota Salatiga, Pengurus KONI Kota

Salatiga.
Atlet berprestasi yang dikirabkan

diantaranya Denis Darmawan, Juara Dunia
Olimpiade Olahraga Siswa dan Seni Internasional
Cabang Olahraga Karate di Luxemburg Tahun
2019. Tim Aze Sport Aerobic School, Juara 1 Lomba
Poco-Poco Tingkat Nasional Piala Ibu Negera di

Ketua DPRD, Dance Ishak palit, M.Si bersama para Arlet
berprestasi di Kota Salatiga.

Jakarta Tahun 2019. Tim Hatti Beriman FC Kota
Salatiga, Juara Kompetisi Piala Soeratin U17

Regional Jawa Tengah Tahun 2019.
Adapun Kirab Atlet tersebut Start dari

Balaikota Salatiga dan Finish di Balaikota
kembali. (wj)

Anggota DPRD Salatiga bersama nara sumber dari Prov.
Jawa Tengah.

egenap pimpinan dan anggota DPRD
Kota Salatiga mengikuti Pelaksanaan

Orientasi Bagi Anggota DPRD

Angkatan XII Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi
di Hotel The Sunan Solo, pada tanggal 21-24
Oktober 2019.

Sebanyak 25 orang DPRD Kota Salatiga dan
25 orang DPRD Kota Magelang mengikuti kegiatan
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Provisi Jawa Tengah
Gelar Orientasi Bagi Anggota DPRD Salatiga

yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa
Tengah.

Pembukaan dilaksanakan oleh oleh Asisten
Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat BKD
Prov. Jateng Sarwa Pramana, SH. M. Si.

Selama 4 (empat ) hari pelaksanaan orientasi,
para peserta mendapatkan materi dari narasumber
diantaranya : Ir. Agus Sriyanto, M.Si ( WI BPSDMD
Prov. Jateng ); DR. Martuti, MM ( WI BPSDMD Prov.
Jateng ); DR. Dra. Rini Werdiningsih, MS ( Dosen
IImu Administrasi Negara Universitas 17 Agustus
1945 Semarang ); Erry Raharjono, S.Sos., M.Si(
Kanit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota
Semarang Il BKD Prov. Jateng ); DR. Rochmani, SH.
M.Hum( Dosen Fakultas Hukum Unisbank
Semarang); ZRP. TJ. Mulyono, SH., MH ( Kabag
Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota Dan
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Setda Prov. Jateng).

Sedangkan acara penutupan dilaksanakan
pada Kamis 24 Oktober 2019, yang ditutup secara
resmi oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah
Urip Sihabudin,SH,MH.(an)
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DPRD Hadiri Peringatan HPN 2019

[l L sl g &
Aslinda Afiyani, Anggota DPRD Kota Salatiga saat meng-
hadiri peringatan HPN Kota Salatiga.

adir dalam peringatan Hari Pangan

H Sedunia (HPN) Tahun 2019 Tingkat

Provinsi Jawa Tengah yang digelar di

Halaman Kampus 3 IAIN Salatiga, Aslinda Afiyani

anggota DPRD Kota Salatiga dari daerah pemilihan

(Dapil) Sidorejo, berharap akan memberikan
dampak positif bagi warga Kota Salatiga.

Adapun tema yang diangkat dalam

peringatan Hari Pangan Sedunia ke-39 Tahun 2019

di Kampus 3 IAIN Salatiga ini adalah "Teknologi
Industri Pertanian & Inovasi Mewujudkan Daulat
Pangan".

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo berharap Provisi Jawa Tengah bisa
menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045.
Menanggapi tema tersebut Aslinda Afiya berharap
dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
Salatiga utamanya dalam pemberdayaan petani.

“Sinyal dari gubernur harus ditangkap oleh
dinas terkait dalam menjalankan program
kerjanya. Singkronisasi terhadap proyeksi
perwujudan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan
bangsa Indonesia ataupun dunia harus
dipersiapkan. Cita-cita tersebut harus diikuti
dengan langkah kongkrit di tingkat Kota Salatiga
juga,” tutur Aslinda.

“Dari pameran yang berasal dari seluruh
kabupaten/kota se-Jawa Tengah tersebut akan
diketahui posisi petani asal Kota Salatiga.
Kerjasama atau studi ke lain daerah bila diperlukan
maka harus dilakukan. Hal ini karena wilayah
pertania Kota Salatiga yang tidak luas sehingga
membutuhkan strategi dan teknologi yang tepat
agat hasil dari sektor pertanian dapat maksimal,”
imbunya.(If].

omisi A DPRD Kota Salatiga

Kmengundang mitra OPD (Organisasi

Pemerintah Daerah) beraudiensi di

Ruang Garuda Sekretariat DPRD Kota Salatiga
pada Selasa, 01 Oktober 2019.

Komisi A yang mengampu Bidang Hukum
dan Pemerintahan mengundang mitra OPD
(Organisasi Perangkat Daerah) untuk mengetahui
kegiatan mitra OPD untuk APBD Tahun 2020.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi B
Nono Rohana, S.Ag dan di hadiri oleh seluruh
anggota Komisi A, Kepala OPD terkait berserta staf
teknis terkait lainnya.

Mitra OPD yang hadir diantara Kepala Dinas
Kesehatan Kota (DKK) Kota Salatiga, Rumah Sakit
Umum Dsaerah (RSUD) Kota Salatiga beserta
jajarannya.

Pada rapat tersebut seluruh OPD
memaparkan rencana kegiatan yang akan
dimasukkan dalam KUAPPAS (Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara) APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran
yang akan datang, yaitu tahun 2020.

Rapat Komisi A dengan Organisasi Perangkat Daerah

Komisi A menanggapi secara detail apa yang
disampaikan oleh mitra OPD baik terkait rencana,
penganggaran maupun capaian yang akan
dihasilkan oleh kegiatan OPD tersebut.

“Rencana anggaran kegiatan harus mengarah
pada hasil yang maksimal demi kepentingan warga
Kota Salatiga khususnya” Kata ketua Komisi A
DPRD Kota Saatiga Nono Rohana, S.Ag.(an)
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Rapat paripurna pengambilan sumpah pimpinan DPRD
Provinsi Jawa Tengah.
etua DPRD Kota Salatiga hadiri
pelantikan Bambang Kusriyanto
sebagai pimpinan DPRD Provisi Jawa
Tengah masa Bakti 2019-2024.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan
DPRD Jateng periode 2019-2024 digelar pada Senin
30/09/20109.

Acara diawali dengan pembacaan Keputusan

Ketua DPRD
Hadiri Pelantlkan Pimpinan DPRD Prov. Jawa Tengah

Menteri Dalam Negeri RI nomor 31 Tahun 2019
tentang Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah
periode 2019-2024 oleh Sekretaris DPRD Provinsi
Jawa Tengah Urip Sihabbudin.

Lima pimpinan DPRD Jateng yang dilantik
yakni Ketua Bambang Kusriyanto (PDIP), Wakil
Ketua 1 Sukirman (PKB), Wakil Ketua 2 Heri
Pudyatmoko (Partai Gerindra), Wakil Ketua 3 Ferry
Wawan Cahyono (Partai Golkar), dan Wakil Ketua 4
Quatly Abdul Kadir Alkatiri (PKS).

Pengucapan Sumpah Janji dipandu Kepala
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Dr. Hj. Sri
Sutatiek, S.H., M.Hum. dan disaksikan oleh
rohaniawan dari Kantor Kementrian Agama
Provinsi Jawa Tengah.

Penyerahan pimpinan secara simbolis
dengan penyerahan palu pimpinan dari Wakil
Ketua Sementara DPRD Jateng Sukirman kepada
Ketua Definitif DPRD Jawa Tengah Bambang
Kusriyanto.

Hadir pada kesempatan tersebut Gubernur
Jateng Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Jateng
Taj Yasin Maimoen, Ketua DPRD Kota Salatiga
Dance Ishak Palit,M.Si dan tamu wundangan
lainnya. (an).

omisi C DPRD Kota Salatiga
mengadakan audiensi dengan mitra
OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di
Ruang Nusantara Sekretariat DPRD Kota Salatiga
pada Selasa, 08 Oktober 2019.
Komisi C yang membidangi Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat di Ketuai oleh H. M
Kemat mengundang Mitra OPD dalam rangka
menselaraskan kegiatan OPD pada APBD Tahun
anggaran 2020.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi C dan
di hadiri oleh seluruh anggota Komisi C, Kepala
OPD terkait berserta staf teknis terkait.
Mitra OPD yang hadir diantara Bapelitbangda
(Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah), Dinas Sosial (Dinsos) ,

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU
PR), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
(PKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas
Perhubungan (Dishub).

Pada rapat tersebut seluruh Organisasi
Perangkat daerah memaparkan seluruh rencana

Jiwaraga, Edisi Il Tahun 2019

Audiensi Komisi C DPRD Salatiga dengan mitra
Organisasi Pemerintah Daerah.

kegiatan yang akan dimasukkan dalam KUAPPAS
(Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara) APBD Kota Salatiga Tahun
Anggaran 2020.(an)
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Rapat internal pembentukan Fraksi dan Tim Tatib DPRD.

elum genap satu bulan pasca

B dilantik, anggota DPRD menggelar

Rapat Internal, pertemuan internal

tersebut mengagendakan pembentukan fraksi serta

TIM penyusunan Tata Tertib DPRD Kota Salatiga,

Senin, 19 Agustus 2019 di ruang Nusantara Kantor
DPRD Kota Salatiga.

Rapat Internal tersebut dipimpin oleh
M. Teddy Sulistio, SE dan Saeful Mashud
selaku pimpinan sementara, dan dihadiri
segenap anggota DPRD serta unsur
Sekretariat.

M. Teddy Sulistio, SE selaku pimpinan
sementara DPRD dalam memimpin rapat
| mempersilahkan masing-masing perwakilan
partai mengajukan susunan keanggotaan
fraksinya.

Dari rapat tersebut lahir 5 Fraksi yang
disepakati, dan akan menjadi wadah saluran
tangan panjang partai yang nantinya kan
displit ke alat kelengkapan DPRD.

Usai pembentukan fraksi Agenda
dilanjutkan dengan pembahasan
pembentukan Tim perumus Tata Tertib
DPRD. “Tata Tertib nantinya akan dipakai DPRD
sebagai tata tertib keanggotaan DPRD Salatiga
selama 5 tahun kedepan” kata politisi senior PDI P
Salatiga.

Diakhir pembahasan terbentuklah kompoisi
TIM perumus usulkan dari masing-masing fraksi
dan diketuai Agus Pramono. SH.(sy)

TMMD Sengkuyung lil, Manunggal TNI dan Rakyat

l l pacara Pembukaan TMMD (TNI
Manunggal Masuk Desa)
Sengkuyung Tahap III Tahun

Anggaran 2019 Kodim 0714 /Salatiga dilaksanakan

di Lapangan Ngebrak Kelurahan Sidorejo Lor, Rabu,

02 Oktober 2019.

Hadir pada kegiatan tersebut Wakil Ketua
DPRD Kota Salatiga, Saiful Mashud, Walikota
Salatiga, jajaran Forkompinda Kota Salatiga, k
Kepala OPD dan Camat Lurah di Kota Salatiga
serta tamu undangan.

Bertindak selaku Inspektur Upacara
Walikota Salatiga Yulianto, SE.MM, dalam
pembacaan sambutan Gubernur Jawa Tengah,
mengatakan bahwa melalui kegiatan TTMD cara
merawat dan mengikat kebersamaan serta
kegotong royongan untuk mengatasi persoalan
kebangsaan.

Gubernur jawa tengah pada sambutannya
yang dibacakan oleh Walikota juga mengajak
semua pihak untuk mendukung kegiatan dalam
rangka mangatasi kemiskinan dan pengangguran,
pemenuhan kebutuhan dasar.

“Tidak mungkin hanya mengadalkan peran

Wakil Ketua DPRD saat menghadiri upacara TMMD

pemerintah pusat saja, TNI, Polri Saja, atau
pemerintah daerah saja. Semua mesti keroyokan,
dan semua mesti bersinergi serta bekerja sama
untuk menyelesaikan persoalan tersebut. ungkap
Gubernur dalam sambutannya”.(sy)
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kunjungan DPRD ke lokasi kebakaran kantor Dinas Kesehatan
Kota Salatiga.

omisi A DPRD Kota Salatiga meninjau
lokasi kebakaran gudang obat Dinas
Kesehatan Kota (DKK) Salatiga pada
Senin 30/09/2019.
Sebagaimana diketahui bahwa pada Kamis
26 September 2019 pukul 13.00 gudang obat-
obatan DKK Salatiga yang terletak di Jalan
Hasanudin 110 A Kota Salatiga terbakar hebat.

Dalam Waktu Hampir Bersamaan
Gudang DKK dan RSUD Kota Salatiga Terbakar

Akibat kebakaran tersebut sejumlah
persediaan obat-obatan untuk kebutuhan pusat
layanan kesehatan Kota Salatiga hangus terbakar,
dan kerugian ditaksir menacapai miliaran rupiah.

Rombongan Komisi A DPRD Kota Salatiga
yang dipimpin oleh Ketua Komisi A Nono
Rohana,S.Ag, diterima oleh Kepala DKK Kota
Salatiga dr. Siti Zuraidah,SKM.Mkes.

Dalam kunjungan kali ini Nono menanyakan
tentang ketersediaan obat-obatan untuk pelayanan
masyarakat Salatiga apakah terganggu dengan
adanya musibah ini.

“Kami minta penjelasan dari DKK, jangan
sampai musibah ini pelayanan kesehatan bagi
warga terutama di Puskesmas-Puskesmas
terganggu dan segera DKK melakukan inventarisir
kebutuhan obat-obatan yang urgen dibutuhkan .”
Kata Nono.

Siti Zuraidah mengatakan bahwa saat ini
pihaknya sedang melakukan pengecekan obat-
obatan apa saja yang terbakar apakah masih ada
yang bisa digunakan atau tidak dan segera
mungkin melakukan pengadaan jika memang
dibutuhkan.(dv).

omisi B DPRD Kota Salatiga bidang

ekonomi dan Pembangunan

mengajak OPD (Organisasi Perangkat
Daerah) untuk berembug menyusun rencana
kegiatan ditahun 2020 di ruang Garuda DPRD
kKota Salatiga8/10/ 2019.

Pertemuan dipimpin ketua Komisi B M.
Miftah dan dihadiri segenap anggota komisi serta
beberapa kepala OPD dilingkungan Pemerintah
kota Salatiga.

Pertemuan diawali dengan ekspose kegiatan
dari masing-masing dinas Marwoto, SH selaku
perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga
kerja menjelaskan beberapa program di tahun 2019
baik kegiatan fisik maupun non fisik, diantaranya
fasilitasi kemitraan usaha mikro dan menegah,
pembinaan industri, pengendalian pencemaran
industri.

Marwoto, SH mengeluhkan terkait
kekurangan tenaga mediator terkait pembinaan
bagi tenaga pencari kerja. Sementara guna

menyikapi beberapa program usulan OPD di Tahun
SE selaku Anggota Komisi B

2020, Sarwono,
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Tenaga Mediator kurang
Pelaksanaan Program tidak Efektif

Rapat Komisi B DPRD Kota Salatiga

berpendapat bahwa kurangnya SDM yang dialami
oleh DISPERINAKER harus segera diselesaikan.

“Usulan terkait pembangunan fisik kedepan
dipertimbangkan dahulu karena apabila
kekurangan SDM, dikawatirkan rencana
pembangunan menjadi kurang efektif”
ungkapnya.(sy)




Men!l!lﬂllaIMIllllllr
dengan Keterhatasan Ekonomi

Amanda Faustin Philbertha bersama Ketua DPRD Salat:ga Dance Ishak Palit, M.Si.

manda Faustin Philbertha, siswa yang

duduk di kelas XII IPS 1 SMA Negeri 1

Salatiga ini memiliki segudang prestasi
yang membanggakan. Diantara prestasi yang dia
peroleh adalah menjadi Duta Jawa Tengah dalam
pertukaran pelajar siswa mengenal Nusantara
bersama BUMN di Kalimantan Barat tahun 2018,
Duta Salatiga dalam program Kemendikbud RI
belajar bersama Astro tahun 2018, Deklarasi Jawa
Tengah dalam festival Pemuda bersama kemenpora
RItahun 2018.

Anak dari orang tua yang telah bercerai pada
tahun 2014 ini beralamat di Perum Manunggal 2
Blok G 14 RT 02 RW 7 Kauman Kidul Kota Salatiga.
Amanda juga mempunyai kakak Raisa Alodia
Arfiyanti alumni SMA Negeri Jawa Tengah angkatan
2, yaitu sekolah binaan Provinsi Jateng dari bapak
Ganjar Pranowo. Sekarang kakaknya sedang
menempuh kuliah di Jakarta dengan jalur beasiswa.

Ibu dari Amanda memang hidup serba
kekurangan. Terakhir beliau berjualan Bakwan Kawi
di komplek PKL (Pedagang Kaki Lima) di Jalan
Pemuda belakang Ramayana Salatiga. Sehubungan
dengan keterbatasan ekonomi keluarga tersebut
ibunya kesulitan mencari pekerjaan hampir 50
tahun dan tidak adanya modal untuk kembali

berdagang. Maka pada kesempatan tersebut
Amanda mengajukan permohonan bantuan untuk
mendapatkan orang tua asuh atau bantuan dana
dalam bentuk usaha atau pekerjaan apapun untuk
ibunya agar Amanda dapat menyelesaikan
pendidikan.

Ketua DPRD Dance Ishak Palit, M.Si saat
menerima Amanda dan orang tuanya di ruang kerja
sangat mengapresiasi semangat dan Prestasi
Amanda. Beliau berharap Amanda tetap bisa
melanjutkan Sekolah dengan segala cara.

“Keterbatasan ekonomi orang tua tidak boleh
membuat seseorang berhenti dalam menggapai
mimpinya. Waktu kecil saya juga orang susah, saya
pernah berjualan es keliling kampung, namun saya
tidak pernah berhenti dalam menggapai mimpi saya,
saya selalu berjuang dan bekerja keras bekerja
dengan hati pasti Tuhan akan membukakan jalan“
tutur ketua DPRD.

Selain itu Ketua DPRD juga mengapresiasi
atas prestasi yang diperoleh Amanda, dan beliau
akan berusaha mengambil solusi supaya anak
tersebut tetap bisa meneruskan pendidikannya.
Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Salatiga lewat
Dinas Sosial telah telah memberikan rekomendasi
pembebasan biaya sekolah dan KIP bagi Amanda.(ss)
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KETENTUAN MENEBAK :

1. Susunlah penggalan foto ini dikartu pos
sehingga membentuk foto aslinya secara
utuh.

2. Sebutkan identitas namanya.

3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwaraga
yang telah disediakan.

4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi
Majalah Jiwaraga, dengan alamat
Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jl.
Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga.

5. Tulis nama dan alamat lengkap pengirim
serta Nomor Telepon.

6. Jawaban diterima Redaksi Majalah
Jiwaraga paling lambat Desember Tahun
20109.

7. Akan diundi 5 (lima) orang pemenang
masing-masing berhak mendapat hadiah
senilai Rp. 100.000.

8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah
Jiwaraga EdisiIlI Tahun 2019.

9. Pemenang dapat mengambil hadiah di
Kantor Redaksi Majalah Jiwaraga dengan
menyertai fotocopy identitas diri.(red/sn)

PEMENANG TEBAK WAJAH
JIWARAGA 39

1. Ananda Hardian

Jalan Raya Blotongan No.40 RT. 5
RW. 03 kelurahan Blotongan Kec.
Sidorejo Salatiga

2. Albert FanioP.S

Jl. Arum Indah V/6 No.18 RT.09
RW.10 Randugunting Kec. Tegal
selatan. Kota Tegal

3. EniPurwanti

Dsn. Rowopolo RT. 03 RW.03 Ds.
Rowosari kec. Tuntang Kab.
Semarang

4. Estikomah

Canden RT. 09 Rw. 03 Tingkir
Salatiga

5. Hartutik.

Dsn. Kaliputih RT. 19 / RW. 06, Polosiri,
Bawen Kabupaten Semarang

) [\

Drs. Amien Singgih
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Pimpinan DPRD bersama beberapa kepala Dinas di Kota Salatlga berkunjung ke Kementerlan PUPR di Jakarta.

etua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit

dan dua wakil ketua, Syaiful Mashud

dan Latif Nahari melakukan koordinasi
dan pertemuan dengan Kementrian PUPR di Jakarta
untuk mewujudkan pembangunan exit tol kota di
Jalan Patimura Salatiga.

Pimpinan DPRD sangat serius dalam
mewujudkan pembukaan pintu keluar (exit) tol
Bawen-Salatiga, tepatnya di Kauman Kidul yang
akan mengakses Jalan Patimura Salatiga menuju
kawasan perkotaan.

Keseriusan kalangan wakil rakyat ini
dibuktikan dengan beberapa anggota dewan ‘fyang
“‘jemput bola” terhadap pembangunan pintu tol
tersebut guna meningkatkan perekonomian dan
akses jalan tol ke kawasan perdagangan.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dan
bertemu dengan Kementrian PUPR untuk
membahas dan segera bisa mewujudkan exit tol
Jalan Patimura Salatiga dari jalan tol Semarang-
Bawen-Salatiga. Khusus exit dari arah Semarang
diharapkan segera bisa direalisasikan secepatnya.
Kami mohon doanya dari masyarakat Salatiga agar
pembangunan Salatiga semakin bertambah maju,”
tandas Wakil Ketua DPRD Salatiga, Syaiful Mas’ud.

Diketahui Kota Salatiga mendapat exit tol

menuju kota dari Jalan Patimura Salatiga
berkaitan dengan operasional jalan tol Semarang-
Solo seksi III, Bawen-Salatiga (gerbang tol Tingkir).
Beberapa tahun ini, exit tol belum terealisasi sejak
beberapa tahun ini. (ss)

Ketua DPRD menyampaikan gagasan tentang manfaat adanya
exit tol Jalan Patimura Salatiga.

Jiwaraga, Edisi Il Tahun 2019
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